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ABSTRAK 

Immanuel Ambarita • 

Budiman Ginting .. 
Ari! .. 

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan 
kepentingan masyarakat. Pclaksanaan pemungutan pajak di tengah masyarakat 
yang tidak sesuai dengan undang·undang perpajakan akan menimbulkan 
ketidakadilao bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa 
pajak antara Wajib Pajak dcngan Pejabat atau Aparat Pajak. Oleh sebab itu untuk 
lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat sebagai 
pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang 
perpajakan )'ling komprehensif yang dibentuk deogan undang-undang, untuk dapat 
menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang 
perpa

jak:an. 
Metode penelitfan dilakukan secara deskriptif-analitis. Metode pcndckatan 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peodekatan hukum normatif. Data 
pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangnn. Analisis data 
terhadap data sekuoder dilakukan secara kualitatif. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara normatif, penyelesaian 
sengketa pajak mcnjadi wcwenang Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal 31 
Ayat (I) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 
Namun dalam Undang-undang tersebut, baik dalam pasal-pasal maupun 
penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan 
secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan yang ada. 
Pasal 5 Uodang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya 
menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak 
dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, 
dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Oleh karena itu jika 
dilihat dari kedudukannya, Pengadilan Pajak tidak mumi sebagai badan peradilan 
yang mPl�ksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif 
yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak. 

Disarankan agar mcmpcrtegas kembali posisi Pengadilan Pajak sebagai 
salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman karena pada saat ini menurut penulis 
bahwa Pengadilan Pajak menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pelaksanaan 
fungsi di bidang keuangan negara dalam lingkup fungsi pelaksonaan kekuasaan 
kehakiman dan sebaliknya yaitu pelaksanaan fungsi di bidang kekuasaan 

kehakiman dalam lingkup fungsi pelaksanaan keuangan negara. Hal ini terlihat 
dalam kebarusan pembayaran sebesar 500/o (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
yang terutang terlebih dahulu dalam mengajukan banding, mcmperjclas fungsi 

• Mabasiswa PPs MHB UMA 
•• Pcmbimbing Pcrtama. Doscn PPs MHB UMA 
·- Pcmbimbing Ke<lua. Dosen l'Ps MHB UMA 
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Pengadilan Pajak dalam hat penagihan pajak. Pada dasam}a masalah penagihan 
pajak sepenuhnya menjadi urusan eksekutif, sehingga tidal< ada alasan untuk 
mengaitkan dengan urusan yudikatif. 

Kata kunci : Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Bclakang 

Konsititusi Negara Republik lndonesia khususnya pasca amandemen 

ke-empal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 

1945), telah mcmpcncgas eksistensi lembaga yudikatif dalam strul..'tllr 

kclembagaan negara di Indonesia. sebagai suatu lembaga yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman secant indepcnden. Sebclumnya indepcndcnsi kckuasaan 

kehakiman sangat tidak mandiri, hat ini dikarcnakan intervensi kckuasaan ekstra 

yudisial, khususnya dari eksekutif sangat besar. Kondisi ini tcrjadi karena 

instrumcn hul..-um yang mcngatur ten tang kekuasaan kehakiman di Indonesia 

membcrikan pcluang adanya intcrvensi pihak eksekutif untuk masuk dalam 

kekuasaan kebakiman, darl mulai pengangkatan. pembinaan kcpegawaian dan 

pcnggajian bagi para hakim yang memegangjabatan sebagai pclaksana kekuasaan 

kehakiman. 

Tcrjadinya kondisi tersebut tidak terlepas darl sifat executive heavy 

yang dianut UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan tcrhadap lembaga-

lembaga negara.1 Dengan sifat tersebul, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan 

yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan negara laiMya. Hal ini 

ditambah lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang mcncmpatkan kedudukan 

1 Moh. Mahfud, Dtmokrasl don KonstltuS/ di Indonesia. Studl ttntang /n1traisl Polltli. 
don Kthidupan Ktl(llO/Jlfgaraan. Edit/ /, (Yogyakas1a; Liberty, 1993). him. 27. 
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eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara.2 Si fat 

execuJive hemy terscbut pada akhimya memberi peluang yang besar bagi 

penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif, termasuk intervensi dalam 

kekuasaan kehakiman. 

Negara Indonesia yang menganut konscpsi negara hukum modem, 

membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekuasann eksekutif, 

kek-uasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan 1eori klasik 

dari Momesque yang dikcnal dengan teori Irias politico. yaitu pemisahan 

kelniasaan (separation of power).3 Walaupun banyak yang berpendapat Indonesia 

tidak menganul konsep pemisahan kekuasaan secara mumi, melainkan hanya 

pembagian kekuasaan {dlstribut/011 of power). Namun ada juga yang berpendapal 

bahwa UUD 1945 menganul paham duo politico, karena pemisahan kekuasaan 

negara dalam UUD 1945 hanya mcnyangkut dua kekuasaan saja, yaitu: 

Kek-uasaan Pemerintah Negara sebagaimana diatur dalam Bab nt, dan Kelruasaan 

Kehakiman seperti yang diatur dalam Bab IX, mclalui paham atau ajaran duo 

politico ini terjadilah pemisahan kekuasaan, sehingga dengan dcmikian UUD 

1945 juga menganut ajaran politik separation of power.• 

2 Adnan Buyun& Nasutlon. M•mtju uml>aga P1radilan >"01!8 lndtpendtn di 
Indonr.sia, Mablab !*la Lobkarya Mcncari Format Pendilan yana Mandiri, Bcrsih clan 
Profcsional, Jakana. 11·12 Januari 1999, hlm. 3. 

' Soajono Soekanto, P�ptktif T•oritis Stlldl Htlhm dal""' Masyarakat, (Jakarta: 
Raja"''1i. 1985). him 7. 

• Konsorisium Refonnasi Hukum Nasional (KRHN) &. Lcmbiaa Kajian clan Ad\'okasi 
untuk lndepcndco Pcradil1111 (LelP). Prulstlon Paper Me,..,ju X.ela«Jsaan X.thoklman, (Jalcana: 
ICEL & Le!P, 1999), him. 9. 
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